SALINAN

bupati karanganyar

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2018

1H/IN TAINti

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

:a. bahwa guna Kketertiban administrasi dan kelancaran

pelaksanaan pembayaran Tunjangan Transportasi Bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta
pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018, maka
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu diubah
kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengabh;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



4,

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik

H}donesm Tahun 5504 Nomor 5 Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)- Lembaran

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ’ tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2018;



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terOakhir dengari
eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor
121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
Nomor ~V) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I  diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan
Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran Il diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran lll diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill Peraturan

Bupati ini.



4. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan
Bupati ini.

Pasal I
Peraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal <Y rvtcC 2018
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal c*Y 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR -VO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian-Hukum,

r r
ZULFuKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1009



